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ABSTRAK 
Transaksi bisnis global telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Transaksi bisnis 

memerlukan perjanjian antara para pihak. Perjanjian ini pada umumnya ditulis dalam dual bahasa. Penggunaan 

bahasa menjadi isu penting dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Penelitian ini mempergunakan metode legal 

normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penggunaan bilingual dalam perjanjian bisnis terutama kredit 

antara perusahaan Indonesia dengan lembaga keuangan asing. Penelitian menyimpulkan bahwa pengunaan bahasa 

Indonesia merupakan hal yang wajib dalam sebuah perjanjian sesuai dengan Undang Undang di Indonesia. Sebagai 

akibatnya, perjanjian antara pihak asing dengan pihak Indonesia mempergunakan bilingual. Namun, dalam 

perjanjian ini terdapat satu klausula (governing language) yang menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan pengertian 

antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka bahasa yang dipergunakan adalah bahasa asing. Hal ini 

dikatikan dengan choice of law dan choice of forum. Jika choice of law adalah peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, maka bahasa Indonesia menjadi pilihan, sebaliknya jika hukum yang dipergunakan bukan hukum 

Indonesia, maka bahasa English menjadi pilihan. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak semata-mata 

merupakan hal berdiri sendiri, namun dikaitkan dengan isi perjanjian lainnya. Banyak perjanjian transaksi bisnis 

international memilih choice of law dan choice of forum bukan hukum Indonesia, sehingga penggunaan bahasa 

English menjadi sebuah hal yang penting. Sebagai pemenuhan undang undang di Indonesia dan pemenuhan 

permintaan penggunaan bahasa English, maka governing language clause menjadi hal yang sangat penting. 

 

Kata Kunci: Bilingual, Choice of Law, Choice of Forum, Perjanjian Bisnis Internasional 

 

ABSTRACT 
Global commercial transactions have increased at a rapid pace in response to technological advancements. A 

contract between the parties is required for business transactions. This agreement is usually written in both English 

and Spanish. In a contract or agreement, the usage of wording is critical. This study employs a normative legal 

approach. The purpose of this study is know how bilingualism is used in commercial agreements, particularly loan 

agreements between Indonesian enterprises and foreign financial institutions. The study concludes that, under 

Indonesian law, the use of the Bahasa Indonesian is required in an agreement. As a result, bilingualism is used in 

negotiations between foreign and Indonesian parties. However, there is a condition in the agreement that stipulates 

that if there is a discrepancy in comprehension between Indonesian and a foreign language, the foreign language 

will be used. This has anything to do with the choice of legislation and forum. If the legislation in question is a 

statutory regulation in Indonesia, Indonesian is the preferred option; otherwise, if the law in question is not 

Indonesian law, English is the preferred option. As a result, the usage of the Indonesian language is linked to the 

substance of other agreements, rather than being a stand-alone phenomenon. Because many international 

commercial transaction agreements choose for choice of law and forum above Indonesian law, the use of English is 

critical. The ruling language clause is crucial since it ensures that Indonesian laws are followed and that requests 

for the use of English are met. 

 

Keywords: Bilingual, Choice of Law, Choice of Forum, International Business Agreement 

 

1. PENDAHULUAN 

Transaksi bisnis antara penduduk satu negara dengan negara lain telah berkembang pesat. Hal ini 

sejalan dengan teori competitive advantage dan comparative advantage (Gavrila-Paven, 2020). 

Transaksi global berkembang pesat dalam dua dekade terakhir sejalan dengan perkembangan 
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teknologi (Muslim, 2017). Transaksi   bisnis memerlukan sebuah perjanjian atau kontrak 

(Wongkar, Ravlindo, Herman, & Willyanto, 2021). Selain transaksi bisnis, investasi asing pada 

negara juga memerlukan perjanjian (Ramadhan, Laily, & Irsan, 2018). Hal ini telah diatur dalam 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi (UU Investasi) (Billa, Wahongan, & 

Gosal, 2020). 

Undang Undang  Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta 

Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) bertujuan untuk pembinaan bahasa pada masa teknologi 

informasi. Pembnaan bahasa menghadapi tantangan yang berat (Arifin, 2017). Sebagai bangsa 

yang memilki bahasa sendiri, maka kita wajib mencintai bahasa kita (Sulatra, 2014).  

Penelitian ini memiliki keunikan dengan secara khusus membahas penggunaan bilingual dalam 

perjanjian transaksi international. Pembahasan ini fokus pada transaksi kredit atau pinjam 

meminjam antara perusahaan Indonesia dengan lembaga keuangan international. Pembahasan 

mengenai penggunaan hal ini masih jarang ada. Pembahasan penggunaan bahasa adalah hal yang 

penting dalam memberikan kepastian hukum untuk para pihak. 

Penggunaan bahasa dalam kontrak menjadi salah satu hal penting (Saputra, 2021). Sejalan 

dengan Pasal 31 UU Bahasa, maka pengunaan Bahasa Indonesia diwajibkan dalam nota 

kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik 

Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota 

kesepahaman atau kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam 

bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris (Adjie, 2021).  

Dengan landasan Undang Undang Bahasa maka setiap perjanjian, nota kesepakatan atau kontrak 

yang hanya berbahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi tidak sah di 

Indonesia (Putri & Sulistiyono, 2018). Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai batal demi 

hukum atau dibatalkan. Semua perjanjian atau kontrak di Indonesia wajib mempergunakan 

Bahasa Indonesia (Achmad, Turisno, & Suradi, 2016). Pengadilan pernah membatalkan 

perjanjian pinjam meminjam antara Nine AM dengan PT. Bangun Karya Pertama Lestari karena 

melanggar Pasal 31 UU Bahasa. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha telah memasukkan 

klausula governing language dan klausula translation dalam perjanjian dalam bahasa asing 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda (Tanaya & Nugroho, 

2019). Dengan adanya kedua klausula ini maka pemakaian bahasaa Inggris menjadi governing 

language atau bahasa yang dipergunakan sebagai referensi, jika terjadi perbedaan interpretasi 

bahasa. Putusan yang membatalkan perjanjian telah menimbulkan kekhawatiran ada investor 

asing. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (Amalia, 2021).  

Perusahaan membutuhkan dana untuk bertumbuh. Perusahaan dapat meminjam dari lembaga 

keuangan (Johan & Ariawan, 2021a). Sumber pendanaan dapat berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri (Sriwardiningsih, 2010). Pendanaan yang berasal dari dalam negeri memiliki 

kelebihdan dan kekurangan. Pendanaan yang berasal dari luar negeri juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan. 

Perkembangan teknologi juga telah menimbulkan perdagangan yang melintasi batas negara. 

Salah satu usaha perdagangan dikenal dengan e-commerce atau electronic commerce 

(Estuningtyas, 2018). Konsumen di suatu negara memerlukan perlindungan berupa petunjuk 

pemakaian barang. Di Indonesia, petunjuk pemakaian barang yang dibeli wajib ditulis dalam 

Bahasa Indonesia. Namun, pada saat ini, masih banyak barang atau produk yang diperjualbelikan 

tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia (Habel, 2019). Kewajiban mencamtumkan informasi 

mengenai produk merupakan kewajiban produsen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Produsen dapat dikenakan sanksi atas hal ini 

(Siringoringo & Butar-Butar, 2019). 
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Selain dalam perdagangan, perjanjian kerja antara perusahaan Indonesia dengan tenaga kerja 

asing juga menimbulkan beberapa isu hukum (Prahassacitta, 2014). Tenaga kerja asing bekerja 

dan menetap di Indonesia (Hanifah, 2021). Namun perjanjian kerja dituliskan dalam bahasa 

asing karena pekerja tersebut tidak atau belum mengerti bahasa Indonesia. Jika terjadi sengketa, 

perusahaan dan pekerja asing tersebut akan tunduk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan di Indonesia (Meifilianti, 2019).  

Dalam sebuah perjanjian memiliki beberapa asas-asas berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata 

yakni asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas consensualism,  asas kepastian 

hukum dan asas beritikad baik dan asass personal (Johan & Markoni, 2021). Selain asas, adanya 

syarat-syarat sahnya suatu perikatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. KUH 

Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian- perjanjian (Johan & Markoni, 2021), 

diperlukan empat syarat :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  

3. Suatu hal tertentu ;  

4. Suatu sebab yang halal  

Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut mengapa perusahaan Indonesia 

memerlukan pendanaan dari lembaga keuangan internasional? Apakah perjanjian kredit harus 

mempergunakan bilingual? Apakah landasan perjanjian kredit bilingual?  

 

2. METODE PENELITIAN  

Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan pertanyaan penelitian, metode yang pada penelitian 

ini adalah metode legal normative atau metode hukum kepustakaan. Penelitian ini mempelajari 

bahan-bahan sekunder atau bahan pustaka. Penelitian secara legal normatif atau penelitian 

kepustakaan normatif meliputi penelitian terhadap norma-norma dan asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sistematika peraturan dan perundang-undangan yang ada, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan perundang-undangan yang ada untuk hal 

yang terkait dengan perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Dalam hukum normatif, 

penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 

melakukan penelitian terhadap peraturan secara menyeluruh tentang penggunaan bahasa dalam 

perjanjian kredit transaksi international.  

Bahan penelitian hukum normatif yakni bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum 

sekunder dan bahan-bahan penunjang hukum lainnya (Marzuki, 2017). Bahan-bahan hukum 

primer yang dipergunakan yakni Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang 

Undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan yakni tinjauan literatur berupa buku-buku, 

jurnal-jurnal hukum yang dipublikasi,  yang berkaitan dengan topik penulisan ini, hasil 

seminar/call for paper, dan artikel ilmiah. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan yang 

menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan 

lainnya ini meliputi liputan pemberitaan yang ada di internet maupun sumber lainnya (Johan & 

Ariawan, 2021b) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendanaan Lembaga Keuangan Internasional 

Sebuah perusahaan memerlukan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi 

usahanya. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam negeri dan luar negeri. Perusahaan 
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yang berorientasi ekspor akan cenderung mencari pendanaan yang sesuai dengan mata uang 

asing. Dengan pendanaan mata uang asing, maka perusahaan akan menghindari diri dari risiko 

kerugian karena selisih kurs. Penghasilan dalam mata uang asing akan ditutupi dengan 

kewajiban pinjaman dalam mata uang asing. 

Selain untuk menghindari risiko kerugian kurs, perusahaan juga akan memperoleh biaya bunga 

pinjaman yang lebih rendah dengan pendanaan dari pinjaman luar negeri. Perusahaan yang 

memperoleh pendanaan dari luar negeri juga akan meningkat nilai perusahaan dengan 

memperoleh kepercayaan dari kreditor internasional. Nilai pinjaman juga dapat lebih besar 

dengan memperoleh kepercayaan dari kreditor global. 

Salah satu alterrnatif pinjaman adalah melalui pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi akan 

melibatkan kreditor atau lembaga keuangan dari berbagai negara. Perjanjian pinjaman antara 

lembaga keuangan selaku kreditor dengan perusahaan Indonesia selaku debitor mempergunakan 

perjanjian bahasa inggris atau bilingual. Perjanjian sindikasi dapat melibatkan lembaga keuangan 

yang berasal dari berbagai negara yang memiliki kantor perwakilan di Singapura. Hal ini 

digambarkan pada Gambar 1. 

 

Selain itu, pinjaman sindikasi juga dapat melibatkan wali amanat yang dapat berkedudukan di 

negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Pada umumnya, perjanjian pinjaman ini akan 

tunduk pada hukum yang berlaku di Singapura dengan penyelesaian sengketa melalui SIAC. 

Sedangkan wali jaminan merupakan perusahaan atau lembaga yang berkedudukan di Indonesia. 

Hal ini sejalan dengan nilai jaminan yang berada di Indonesia. Eksekusi jaminan di Indonesia 

akan tunduk pada peraturan di Indonesia. Perjanjian ini akan berbentuk perjanjian jaminan 

fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

 

Perjanjian Kredit Bilingual  

Perjanjian kredit pinjaman sindikasi memiliki dua perjanjian yakni perjanjian utama dengan 

perjanjian turunan. Perjanjian utama merupakan perjanjian pinjaman antara kreditor dan debitor. 

Sedangkan perjanjian turunan merupakan perjanjian jaminan atas perjanjian utama. Perjanjian 

jaminan merupakan perjanjian jaminan fidusia.  

 

Gambar 1 Struktur Pinjaman Sindikasi 

Sumber: Johan & Ariawan (2021a) 
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Perjanjian utama mempergunakan choice of law yang berupa Civil Law atau Singapore Law. 

Kreditor akan memilih landasan hukum yang memberikan kepastian kepada mereka selaku 

kreditor. Kemampuan negosiasi berada pada pihak kreditor. Dengan choice of law ini, maka 

choice of forum akan berada di Singapura. Perjanjian kredit sindikasi pada umumnya akan 

memilih SIAC sebagai forum untuk penyelesaian sengketa. 

Sedangkan perjanjian turunan yakni perjanjian jaminan fidusia akan tunduk pada perundang-

undangan di Indonesia. Hal ini karena barang jaminan berada di Indonesia. Wali jaminan juga 

akan dipilih entitas yang berada di Indonesia. Sehingga perjanjian ini juga akan berisikan 

perjanjian bilingual karena perlunya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diperlukan agar pihak 

kreditor dapat melakukan telaah isi perjanjian ini. Perjanjian fidusia ini juga memerlukan 

pengesahan oleh notaris Indonesia. Hal ini digambarkan pada gambar 2. 

 

Gambar  1 Struktur Perjanjian Kredit Sindikasi 

Sumber: Johan (2022) 

Landasan Perjanjian Kredit Bilingual 

Perjanjian kredit mempergunakan bilingual sesuai dengan choice of forum dan choice of law. 

Jika choice of law adalah Indonesia, maka bahaa yang dipergunakan merupakan Bahasa 

Indonesia. Akan tetapi, jika choice of law atau choice of forum adalah di Singapore maka akan 

memilih Bahasa Inggris sebgai bahasa perjanjian.  

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian akan tergantung pada choice of forum dan choice of 

law. Penggunaan bilingual untuk memudahkan penelaah isi perjanjian oleh para pihak. Sehingga 

kewajiban pemakaian bahasa Indonesia akan sangat tergantung pada choice of forum dan choice 

of law. Dengan demikian, maka governing language akan ditentukan berdasarkan kedua hal 

tersebut. Bahasa Indonesia akan menjadi governing language, jika choice of law adalah 

peraturan perundang-undangaan di Indonesia. Jika tidak, maka Bahasa Indonesia hanya untuk 

pemenuhan persyaratan UU Bahasa saja. 

 

4. KESIMPULAN  

Perusahaan memerlukan pendanaan untuk mendukung pertumbuhannya. Pendanaan dapat 

berasal dari lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dari luar negeri akan 

memberikan nilai bunga yang lebih kompetitif, meningkatkan reputasi perusahaan dan dapat 

memperoleh pendanaan yang jumlah yang besar serta mengurangi risiko selisih kurs mata uang 

untuk perusahaan orientasi eksport. Pemberian pendanaan dituangkan dalam sebuah perjanjian 

kredit atau pinjaman. Pinjaman dalam jumlah besar akan melibatkan banyak lembaga keuangan 
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international yang berasal dari berbagai negara. Bahasa yang dipergunakan pada umumnya 

adalah bahasa Inggris. Sebagai bahasa komunikasi yang dapat dimengerti oleh para pihak yang 

terlibat. Selain bahasa Inggris, penggunaan Bahasa Indonesia juga diperlukan sesuai dengan UU 

Bahasa. Namun, bahasa yang akan menjadi governing language akan tergantung pada choice of 

law dan choice of forum dari para pihak. Penggunaan bahasa Indonesia hanya sekedar 

melengkapi dan pemenuhan UU Bahasa, jika choice of forum dan choice of law bukan di 

Indonesia. Penelitian ini memiliki kekurangan dengan hanya menelaah dari sisi normatif. 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan wawancara terhadap kreditor internasional 

terhadap penyelesaian sengketa di Indonesia dan hukum di Indonesia. Penelitian lainnya dapat 

dilakukan dengan menelaah penyelesaian sengketa melalui SIAC (Singapore International 

Arbitration  Center) yang telah ada. 
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